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- Bawas!

LUBUK LINGGAU -Badan Pengawas Pe-
milu (Bawaslu) menemukan praktik kam-
panye terselubungyang dilakukan pejabat
satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
pada masa kampanye pilkada serentak ini.

Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) diminta melakukan
auditterhadapdaerahyangter-
indikasimelanggar.

Kampanye terselubung ter-
sebut dilakukan para pejabat
SKPDataukepaladinasmelalui
iklan pada media baliho, span-
duk dan sejenisnya. Sepintas
baliho tersebut hanya mema-
parkanprogram-programyang
telah dilaksanakan SKPD. Na-
mun, jika dicermati, isi pesan-
nyalebih kepada paparan atas
prestasi atau keberhasilan
yang telah dicapai kepala da-
erah yang kembali mencalon-
kandiri. Dibaliho tersebutjuga
menampilkan foto petahana.

Anggota Bawaslu, Nasrul-
lah mengakui, praktik tersebut
merupakan bentuk pelang-
garan. Tidak hanya menyang-
kut larangan PNS terlibat da-
lam dukung mendukung di pil-
kada, melainkan juga berkait-
an dengan penggunaan dana
APBD untuk kepentingan
politik. '

"Kami minta BPK me-
ngaudit, nanti hasilnya bisa di-
ajukankeranahpenegakanhu-
kum, terutama menyangkut
tindak pidana korupsi,” ujar
Nasrullah saat membuka Ra-
patKoordinasi Stakeholder Pe-
ngawasan Pilkada Musi Rawas
dan Musi Rawas Utara, di Su-
materaSelatan, kemarin.

Modus yang diungkap Nas-

rullah ini melengkap1 banyak
laporanyangditerima Bawaslu
sebelumnya perihal dugaan
pelanggaran yang kerap dila-
kukan petahana. Praktik lain
yang sering dilaporkan adalah
petahana mengiming-imingi
PNSjabatan tertentu jika me-
reka memberikan dukungan-
nya. Selainitu, petahana mem-
buat kegiatan tertentu yang
diselipkan di program SKPD
dengan dibiayai APBD. Bah-
kan, pada pilkada serentak ini
ditengarai ada oknum kepala
daerah yang sengaja menahan
dana desa dan nanti baru
dicairkan menjelang pen-
coblosan.

Nasrullah mengatakan hal—
hal semacam itu harus dicer-
mati semua pihak karena ini
bukan hanya pelanggaran ad-
ministrasi, melainkan juga
berpotensi pidana. "Kami juga
sudah bekerja sama dengan
KPK, Polri dan Kejaksaan
Agung. Nanti dilihat apakah
temuan kami ini diserahkan
kepada KPK, kepolisian atau
kejaksaan,”katanya.

Sementara itu, menyikapi
temuan Bawaslu, BPK menya-
takan siap melakukan auditin-
vestigasi. Apabila ditemukan
kejanggalan atas penggunaan
uang negara, termasuk pada
program SKPD, BPK bisa lang-
sung turun tangan.

"Kalau Bawaslu meminta

tigasi,” ujar Ketua BPK Harry

" Azhar Azis kepada KORAN

SINDO kemarin.

Namun, menurutnya tidak
semua kasus bisa dilakukan
audit investigasi. Sebab, untuk
melakukan audit tersebut ha-
rus jelas dulu data dan fakta-
nya. ’Namun akan kita bicara-
kan dulu audit investigasi un-
tukkasusyangmana.Kalauada
dugaan incumbent (petahana)

menggunakan SKPD, dikabu- -

paten mana, setelah itu baru
kami lakukan audit investiga-
si,’lanjutnya.

* Adapun untuk audit ke-
uangan, Harry menjelaskan
pihaknya baru bisa melakukan
pada bulan Maret. Namun jika
dihitung dengan pelaksanaan
kampanye hingga pemungut-
an suara di bulan Desember
2015 maka hasil audit tentu
tidak bisa memenuhi harapan
pelapor agar disegerakan. "Ka-
mi baru bisa melakukan audit
Maret. BPK juga tidak.bisa
mengawasi pemilu, karena itu
tugas Bawaslu,” ujarnya.

Sementara itu, anggota
Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN), Prijono Tjiptoherijan-
toberharap masyarakat segera
melapor apabila menemukan
adanyaASNatauPNSyangme-
lakukan pelanggaran selama
tahapan kampanye pilkada.
”Kami terus terang mengha-

rapkan adanya laporan—lapor-
an darimasyarakat,” ujar Prijo-
nokemarin.

Menurut Prijono pihaknya
pun siap untuk mengawasi se-
cara langsung pimpinan setiap
SKPD tersebut yang terindi-
kasimelanggar. Adapun sanksi

u \/Imta BPK Audit SKPD

' kami akan lakukan audlt inves-

pada Bawaslu membuat surat
edaran kepada )a)arannya di
semua tingkatan agar KPU
melakukan = pencermatan
ulang dan Bawaslu melaku-
kan pengawasan ulang ter-
hadap pelaksanaan verifikasi
faktual tersebut,” kata Ketua
Komisi II DPR Rambe Ka-
marul Zaman pada Rapat
Dengar Pendapat (RDP) Ko-
misi IT dengan KPU dan Ba-
waslu di Gedung DPR, Sena-
yan, Jakarta, kemarin.
KetuaKPU HusniKamilMa-
nik mengatakan, pihaknya su-
dah menjalankan tahapan pen-
daftaran dengan baik, baik soal
identifikasi permasalahan da-
lam penetapan pasangan calon,
dokumen palsu, dualisme ke-
pengurusan partai, | ketentuan

- waktu pendaftaran, pemenuhan
dokumen dari instansi lain,
maupun pemenuhan syarat calon

berstatus mantannapi.

® dianramdhani/

kiswondari
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Bawaslu Minta BPK Audit SKP

PETAHANA PERLU DIAWASI

Ratusan petahana, baik yang menjabat kepala daerah maupun wakil kepala daerah,
maju di pilkada serentak 2015. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah pelanggaran,
di antaranya pelibatan PNS dalam kampanye dan penggunaan dana APBD, termasuk

dana desa, untuk kegiatan politik.

LARANGAN PNS TERLIBAT
KAMPANYE PILKADA: :

B UU Nomor 8/ 2015 tentang Pilkada
Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c:
Dalam kampanye pilkada pasangan calon

anggota Polri dan anggota TNI

B UU Nomor 5/2014 Tentang ASN Pasal 9
ayat (2): :
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh
dan intervensi semua golongan dan
partai politik.

B Surat Edaran Mendagri No. 270/4211/SJ:
Pegawai ASN (PNS) dilarang
menggunakan fasilitas pemerintah
daerah dalam masa kampanye pemilihan
kepala daerah.

: *) penetapan KPU pada 24 Agustus 2015

: JUMLAH CALON PETAHANA:

228 orang (191 Kepala Daerah/
B Wakil Kepala Daerah)

B Peserta Pilkada Serentak 2015:
dilarang melibatkan aparatur sipil negara :

784 pasangan (261 Daerah)*

B Calon Gubernur/Wakil Gubernur: %

20 pasangan (9 Provinsi)

B Calon Bupati/Wakil Bupati:

663 pasangan (219 Kabupaten)

B Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota:

101 (33 Kota)

POTENSI PELANGGARAN PETAHANA
— Bovos S i

Melakukan mutasi pejabat untuk kepentingan politik
Baru mencairkan dana desa menje

SKPD diminta membuat program di APBD untuk
tujuan kampanye

Memanfaatkan fasilitas nege

kendaraan dinas maupun run
dinas -
SKPD diminta membuat
baliho/spanduk yang
memuat keberhasilan /

program pemda :



